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Program Pengembangan Perumahan 

Indikator Program : Ketersediaan Rumah 
Nama Kegiatan : 1.04.1.04.01.15.021 

Kegiatan Perizinan Perumahan dan Tata 
Bangunan 

Indikator output : Jumlah Rekomendasi Ijin Perumahan, Jumlah 
Rumah yang ber-IMB dan Jumlah PSU yang 
tertangani 

Indikator outcome  : Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak 
Huni 

 
A. Latar Belakang Kegiatan 

1. Dasar Hukum 
Kegiatan diselenggarakan berdasarkan : 

1) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman, 
2) Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019, 

 

Perizinan Perumahan 
3) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Ijin Rencana 
Tapak (Site Plan) Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Lumajang, 

4) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 
Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman Kepadapemerintah Kabupaten Lumajang, 

 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) 

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 38/Prt/M/2015 tentang 
Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum 

6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Pasal 3, Pasal 4, 
dan Pasal 5 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan 

Teknis Jalan, 

7) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 
896/KPTS/M/2016 Tahun 2016 Tentang Komponen Bantuan Prasarana, 

Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, 
8) Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/295/427.12/2019 tentang Ruas Jalan 

Lingkungan Dalam Kewenangan Dinas Perumahan Dan  Kawasan 
Permukiman Kabupaten Lumajang, 

 
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 

9) Permen PU No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL 

10) Permen PU No.11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji  
Teknis, dan Penilik Bangunan  

11) Perda Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang RTRW 
Kab.Lumajang Tahun 2012-2032 
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12) Perda Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Menara  
Telekomunikasi 

13) Perda Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung 
14) Perda Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi IMB 

 

2. Gambaran Umum 
a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Bupati 

Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas  sebagaimana 

dimaksud, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut : 

1. perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, 

2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman, 

4. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

dan  
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang 

tugasnya. 
 

Secara lebih detail penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk penyelenggaraan tupoksi sesuai dengan fungsi Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman pada nomor (2) dan (3). 
 

b) Kondisi kawasan permukiman di Kabupaten Lumajang masih belum memadai. 

Hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah tidak layak huni yang masih tinggi 
dan jumlah rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

belum tercukupi, serta belum optimalnya pelayanan perijinan perumahan dan 
tata bangunan. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki strategi untuk 
meningkatkan pemenuhan rumah layak huni dengan cara meningkatkan 

pemenuhan rumah bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 

dan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan perumahan dan tata 
bangunan. Salah satu program kegiatan yang dilakukan DPKP sesuai dengan 

tupoksinya untuk menanggulangi permaslaahan tersebut salah satunya 
adalah kegiatan perijinan perumahan dan tata bangunan dimana dialam 

kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Perizinan Perumahan, Perizinan 
IMB, dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). 

Dari jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sebanyak 1.036.812 jiwa dengan 
perbandingan penduduk Laki-laki : 505.772 jiwa dan penduduk Perempuan : 

531.040 jiwa berdasarkan data dari BPS tahun 2017, sebanyak 82.102 jiwa 

dengan jumlah Laki-laki 39.937 jiwa dan Perempuan 42.165 jiwa di 
Kecamatan Lumajang yang menerima manfaat dari sub kegiatan Peningkatan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang dilaksanakan tahun depan dilokasi 
yang direncanakan.  

Pada tahun 2019 telah dikeluarkan ijin perumahan sebanyak 9 ijin per Juli 
tahun 2019 dan peningkatan jalan perumahan dan jalan lingkungan 

sepanjang 2.832 meter.  
 

Faktor Kesenjangan 

- Akses :  
Informasi perizinan perumahan tidak mudah diakses laki-laki dan 
perempuan karena minim sebaran informasi di ruang publik 

- Kontrol : 
Keputusan strategis terkait perizinan lebih dominan laki-laki karena 
perempuan dianggap lebih teliti sehingga diposisikan di bagian 

administrasi 

- Partisipasi :  
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Pemilik usaha perumahan lebih banyak dari laki-laki karena sector 
konstruksi masih dianggap sebagai sector usaha yang maskulin 

 

- Manfaat :  

Perempuan lebih banyak menerima manfaat dari kegiatan peningkatan 
PSU karena jumlah perempuan lebih banyak di Kec. Lumajang. 

 
Penyebab Internal 

- Belum ada daftar pengembang/developer yang terpilah gender. 

- Belum ada data pemohon IMB yang terpilah gender. 

- Hampir semua pegawai di DPKP masih belum tahu perihal Pengarus 
Utamaan Gender. 

 
Penyebab Eksternal  

- Lini usaha pengembang/ developer bidang konstruksi lebih diminati oleh 
laki-laki  

- Adanya anggapan untuk pekerjaan kepengurusan masalah pemerintahan 
(IMB) dilakukan oleh laki-laki selaku kepala keluarga. 

 
c) Fenomena Umum dan Detail lokasi kegiatan 

   

No Wilayah Permasalahan Umum Penanganan 

1 Kabupaten 

Lumajang 

Tingginya pertumbuhan 

pembangunan 
perumahan dan masih 

adanya perumahan yang 
belum berizin. 

Melakukan kegiatan 

perizinan perumahan. 

2 Kabupaten 

Lumajang 

Tingginya pertumbuhan 

pembangunan gedung 

yang tidak diimbangi 
dengan tertibnya 

administrasi dalam 
perizinan bangunan 

gedung. 

Melakukan kegiatan 

perizinan bangunan 

gedung (IMB). 

3 Jalan 
Lingkungan dan 

Jalan 

Perumahan di 
Kabupaten 

Lumajang 

Adanya prasarana, 
sarana dan utilitas umum 

berupa jalan lingkungan 

dan jalan perumahan 
yang membutuhkan 

pemeliharaan. 

Menyelenggarakan 
pemeliharaan PSU. 

 
d) Dalam penyelenggaraan kegiatan diperlukan dukungan dari berbagai pihak. 

Adapun instansi lain/ pihak lain yang terkait antara lain :  
a. Sub Kegiatan Perizinan Perumahan 

 

Sub Kegiatan Perijinan Perumahan pada dasarnya berupa proses 
penerbitan Ijin perumahan/siteplan. Produk keluaran dari kegiatan ini 

berupa penerbitan surat pengesahan dan persetujuan kepada para 
pengembang/developer yang telah mengajukan izin untuk membanguan 

perumahan di lokasi Kabupaten Lumajang. Pihak yang terkait dalam kegiatan 
ini adalah OPD terkait dan pihak pengembang itu sendiri. Adapun OPD 

terkait terdiri dari : 

No. 
Instansi / Pihak 

Lain 
Keterkaitan 

1 Badan Perencanaan 
Pembangunan 

Daerah 

- Memeriksa pengajuan awal lokasi 
perumahan terhadap tata letak ruang, 

- Melaksanakan perhitungan Fasum dan 
Fasos serta sarana dan prasarana yang 

direncanakan 

2 Badan Pengelola 
Keuangan Daerah 

- Memnerima penyeraha asset fasum dan 
fasos perumahan, 

3 Badan Pajak dan 
Retribusi Daerah 

- Memeriksa ketertiban pajak pengembang 
perumahan 
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4 Kantor Pertanahan - Melaksanakan perhitungan Fasum dan 

Fasos serta sarana dan prasarana yang 
direncanakan, 

- Melakukan penyertifikatan kavling fasum 

dan fasos, 

5 Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

- Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian 
izin Rencana Tapak Pembangunan 

Perumahan/Kavling, 
- Mengeluarkan izin Rencana Tapak 

Pembangunan Perumahan/Kavling, 

6 Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang 

- Memberikan masukan pada izin Rencana 
Tapak Pembangunan Perumahan/Kavling 

terkait teknis drainase dan jalan 

7 Dinas Lingkungan 

Hidup 

- Memberikan masukan pada izin Rencana 

Tapak Pembangunan Perumahan/Kavling 
terkait teknis teknis TPS dan RTH 

8 Dinas Pertanian - Mengeluarkan pertimbanagan teknis lahan 

lokasi pengajuan izin Rencana Tapak 
Perumahan/Kavling 

9 Dinas Perhubungan - Memberikan masukan pada izin Rencana 

Tapak Pembangunan Perumahan/Kavling 

terkait jalan akses perumahan 

10 Dinas Sosial - Memberikan rekomendasi ke desa perihal 
lahan pemakaman 

11 Satuan Polisi Pamong 

Praja 

- Memberikan masukan pada izin Rencana 

Tapak Pembangunan Perumahan/Kavling 
terkait pemasangan baliho, papan nama 

perumahan, dan keamanan lingkungan 

12 Kepala Desa/Lurah - Menerima pengajuan awal izin mendirikan 

perumahan,  
- menjadi saksi dalam penyerahan aset 

fasum dan fasos perumahan, 

13 Kecamatan - Menjadi saksi dalam penyerahan aset 
fasum dan fasos perumahan, 

- Melegalisasi dokumen penyerahan saet 
fasum dan fasos perumahan, 

14 Pengembang - Mengajukan izin rencana tapak 

perumahan, 

- Melengkapi dokumen persyaratan izin 
rencana tapak perumahan. 

 

Ijin siteplan diperlukan karena merupakan payung hukum yang sah 
dari pemerintah daerah kabupaten Lumajang melalui Dinas Perumahan Dan 

Kawasan Permukiman bagi para developer/ pengembang perumahan untuk 
melakukan usahanya dibidang pembangunan perumahan di Kabupaten 

Lumajang. 

Kegiatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa 
kegiatan Sosialisasi terkait Undang-undang Perumahan. Hal tersebut 

diperlukan karena untuk membuka wawasan para developer mengenai 
peraturan tentang perumahan, agar dalam pelaksanaan tidak melanggar 

aturan-aturan yang ada. Sosialisasi ini diberikan kepada para developer, OPD 
terkait dan juga kecamatan yang menjadi wilayah administratif perumahan . 

Kegiatan pendukung berikutnya yaitu berupa penyusunan Naskah 
Akademis (NA) Peraturan Bupati terkait SLF. SLF adalah sertifikat laik fungsi 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui OPD yang 

berwenang sebagai jaminan bahwa Perumahan yang telah dibangun oleh 
developer mempunyai mutu dan kualitas yang bagus serta sesuai standar 

bangunan gedung untuk siap diserahrimakan kepada buyer(pembeli). 
Penyusunan NA SLF akan dilakukan oleh kerjasama dengan konsultan 

sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh Dinas PKP. 
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i. Masalah/fenomena terkait instansi/pihak lain : 
1. Pengembang tidak menyesuaikan perencanaan rencana tapak 

dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017. 
2. Ketidak sesuaian rencana tapak yang disetujui dengan realita di 

lapangan. 

3. Diperlukan sinkronisasi peraturan izin rencana antara dinas terkait 
dibawah Peraturan Bupati. 

 
ii. Dampak jika masalah/fenomena dibiarkan : 

1. Lamanya proses perizinan perumahan. 
2. Warga tidak optimal dalam menikmati fasilitas yang seharusnya 

diperuntukkan buat umum. 

3. Kurangnya koordinasi antar OPD terakit izin rencana tapak. 
 

 
 

b. Sub Kegiatan IMB 
 

Sub kegiatan dalam IMB berupa proses penerbitan ijin mendirikan 
Bangunan, dimana dalam penerbitannya Dinas PKP bersama-sama dengan 

Dinas PM PTSP. IMB merupakan ijin yang wajib dimiliki oleh setiap orang 

yang melakukan kegiatan pembangunan gedung (rumah, toko, pabrik, 
menara  dll ). IMB merupakan buksi sah bahwa bangunan tersebut legal dan 

tidak melanggar peraturan. IMB dikeluarkan sepanjang tahun mengikuti 
permintaan dari para pemohon. 

Kegiatan pendukung dalam sub kegiatan ini adalah Sosialisasi IMB 
kepada masyarakat dan unsur kecamatan agar supaya lebih mengerti dan 

memahami pentingnya kepemilikan IMB. Rencana Sosialisasi IMB akan 
diadakan di Hall Hotel di Kabupaten Lumajang untu lebih mendapat hasil 

yang maksimal. 

 

No. Instansi / Pihak Lain Keterkaitan 

1 Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

- Membentuk tim IMB, 

- Mengeluarkan IMB, 

2 Pemohon - Mengajukan permohonan IMB baru 

 
i. Masalah/fenomena terkait instansi/pihak lain : 

1. Bangunan sudah terbangun tapi belum memiliki IMB. 
 

ii. Dampak jika masalah/fenomena dibiarkan : 
1. Masyarakat semakin tidak tertib dalam perizinan pembangunan. 

 

 
c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan PSU 

 
Kegiatan penyelenggaraan prasarana sarana umum (PSU) adalah 

kegiatan konstruksi berupa peningkatan asset fasum/fasos yang telah 
menjadi kewenangan Dinas PKP untuk dilakukan perbaikan. Untuk kegiatan 

tersebut direncanakan, diawasi dan dikerjakan oleh pihak ketiga yang sudah 
ditunjuk sebagai rekanan oleh Dinas PKP. 

Untuk lokasi kegiatan peningkatan PSU dialokasikan di tiga lokasi. 

Yaitu Jalan Kawi, Jalan Nanas dan Jalan Gunung Ijen dengan harapan 
masyarakat mendapatkan kenyamanan dan kemudahan akses dalam 

melakukan aktifitas. Kegiatan aka dilaksanakan dan direncanakan pada 
triwulan II tahun anggaran 2020. 

 

No. Instansi / Pihak Lain Keterkaitan 

1 Kontraktor - Melaksanakan pekerjaan konstruksi 
sesuai dengan perencanaan, 

2 Konsultan Perencana - Melakukan perencanaan untuk kegiatan 

pemeliharaan PSU sesui dengan 
ketentuan  
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3 Konsultan Pengawas - Melakukan pengawasan terhadap 

pekerjaan konstruksi selama kegiatan 
berlangsung, 

- Melaporkan hasil pengawasan ke Dinas 

PKP melalui seksi terkait, 

4 Pejabat Pemeriksa 
Hasil Pekerjaan (PPHP) 

- Memeriksa hasil pekerjaan yang 
dilakukan Kontraktor, 

- Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan 
Kontraktor, 

5 Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) 

- Melakukan seleksi calon konsultan 

perencana, konsultan pengawasan dan 
kontraktor pekerjaan, 

- Memutuskan konsultan perencana, 

konsultan pengawasan dan kontraktor 
pekerjaan, 

6 Kepala Desa/Lurah - Selaku piha yang berwenang di wilayah 

kegiatan. 

 
i. Masalah/fenomena terkait instansi/pihak lain : 

1. Perlu disesuaikan data asset yang tercantum di KIB D dengan Desa 
dan Kelurahan. 

2. Kontraktor kurang berkompeten dalam pendanaan, 

 
ii. Dampak jika masalah/fenomena dibiarkan : 

1. Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi PSU berbenturan dengan 
program Dana desa dan jarring aspirasi masyarakat (JASMAS). 

2. Keterlambatan pekerjaan konstruksi. 
 

3. Fenomena dan Data Detail 

a) Atas fenomena umum sebagaimana disajikan diatas (angka 2 huruf c) berikut 
permasalahan/ fenomena secara detail : 

 

No Wilayah 
Permasalahan 

Umum 
Detail lokasi 

Detail 
Permasalahan 

1 Kabupaten 

Lumajang   

Tingginya 

pertumbuhan 
pembangunan 

perumahan dan 

masih adanya 
perumahan yang 

belum berizin 
dikontrol oleh 

kegiatan perizinan 
perumahan. 

Seluruh 

Desa/Kelurahan 
di Kecamatan 

se-Kabupaten 

Lumajang 

Dibutuhkan 

Anggaran : 

DAU APBN Rp. 
560.804.000,- 

2 Kabupaten 

Lumajang   

Tingginya 

pertumbuhan 

pembangunan 
gedung yang tidak 

diimbangi dengan 
tertibna 

administrasi dalam 
perizinan 

bangunan gedung 
dapat diatasi 

dengan kegiatan 

perizinan 
bangunan gedung 

(IMB) 

Seluruh 

Desa/Kelurahan 

di Kecamatan 
se-Kabupaten 

Lumajang 

Dibutuhkan 

Anggaran : 

DAU APBN Rp. 

351.556.000,- 

3 Kecamatan 
Lumajang 

Adanya prasarana, 
sarana dan utilitas 

umum berupa jalan 
lingkungan dan 

jalan perumahan 

yang 

(Tahun 2020) 
Jl. Nanas;  

Jl. Gunung Ijen;  
Jl. Kawi 

Dibutuhkan 
Anggaran : 

DAU APBN Rp. 

450.469.000,-        

untuk 
pekerjaan Fisik 
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membutuhkan 

pemeliharaan 
ditangani dengan 

kegiatan 

penyelenggaraan 
PSU 

dan Biaya 

Umum 5%. 

 

b) Kriteria penentuan prioritas penyelesaian masalah/penggalian potensi : 
1) Program prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang di dalam RKPD 

tahun 2020 (sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih), 
2) Pengembang yang akan mengajukan izin Rencana Tapak Perumahan 

3) Warga yang akan mengajukan IMB bangunan baru. 

4) Jalan lingkungan dan perumahan yang sudah menjadi asset Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 
c) Berikut adalah Prioritas fenomena/masalah/penggalian potensi sesuai kriteria 

yang ditetapkan yakni :  
1) Pengembang yang akan mengajukan izin Rencana Tapak Perumahan 

2) Pengembang yang belum mendapatkan izin Perumahan yang sudah 
dibangun 

3) Warga yang belum mendaftarkan izin atas bangunan yang sudah berdiri. 

4) Warga yang akan mengajukan IMB bangungan baru. 
5) Jalan lingkungan dan perumahan dengan kerusakan diatas 50%. 

 
d) Kondisi SDM yang terkait dalam kegiatan perizinan perumahan dan  

bangunan gedung masih tergolong kurang sehingga diperlukan sosialisasi 
kepada masyarakat dan pengembang perumahan terkait kegiatan perizinan. 

 
e) Kondisi Peralatan/ Perlengkapan yang ada : 

Peralatan/perlengkapan untuk kegiatan konstruksi masuk kedalam 

kewenangan piahk kontraktor untuk kegiatan penyelenggaraan PSU. 
Sedangkan untuk perlatan/perlengkapan untuk administrasi seperti 

computer, laptop, printer, scanner, dll, menggunakan peralatan/perlengkapan 
kantor. 

 
4. Evaluasi anggaran dan realisasi tahun sebelumnya serta permasalahan 

a) Analisa time series 

Secara umum penyelenggaraan anggaran kegiatan tahun sebelumnya dan 
tahun berjalan sebagai berikut : 

 

No Uraian 
Nilai 

Anggaran 

(2018) 

Nilai 
Anggaran  

(2019) 

Nilai Anggaran  
Tahun berjalan 

(2020) 

1 Sub Kegiatan 
Perizinan Perumahan 

Rp. 
228.474.000 

Rp. 
259.609.000 

Rp. 
566.712.000 

2 Sub Kegiatan  
Perizinan Bangunan 

Gedung (IMB) 

 Rp. 
403.116.000 

Rp. 
235.951.000 

3 Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan PSU 

Rp. 
1.805.563.000 

Rp. 
1.228.277.000 

Rp. 
446.766.000 

 

 
 

No 
Uraian Anggaran 

tahun (2018) 

Nilai 

Anggaran 
Nilai Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Sub Kegiatan 

Perizinan Perumahan 

Rp. 

228.474.000 

Rp. 

211.922.400 

92,76% 

2 Sub Kegiatan  
Perizinan Bangunan 

Gedung (IMB) 

   

3 Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan PSU 

Rp. 
1.805.563.000 

Rp. 
1.594.095.000 

88,29% 
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No 
Uraian Anggaran 

tahun (2019) 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 
Realisasi 

(Juli 2019) 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Sub Kegiatan 

Perizinan Perumahan 

Rp. 

259.609.000 

Rp. 

156.158.425 

60,15% 

2 Sub Kegiatan  
Perizinan Bangunan 

Gedung (IMB) 

   

3 Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan PSU 

Rp. 
1.228.277.000 

Rp. 
33.237.500 

2,71% 

 

 

No 
Uraian Anggaran tahun 

(2020) 

Nilai 

Anggaran 

Nilai 

Realisasi 

Penggunaan 

Anggaran 

1 Sub Kegiatan 
Perizinan Perumahan 

Rp. 
566.712.000 

- - 

2 Sub Kegiatan  

Perizinan Bangunan 
Gedung (IMB) 

Rp. 

235.951.000 

- - 

3 Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan PSU 

Rp. 

446.766.000 

- - 

 

5. Maksud dan Tujuan (Target SAKIP) 
a) Maksud dan tujuan :  

Persentase Luas Kawasan Infrastruktur Dasar Permukiman tertangani. 
b) Indikator dan target kinerja tujuan :  

Persentase Luas Kawasan Infrastruktur Dasar Permukiman tertangani  
c) Indikator dan target kinerja Sasaran dan atau Capaian/dampak Program : 

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar 

Permukiman 
d) Indikator dan target kinerja Outcome dan Output :  

Jml Rekomendasi  Ijin Perumahan yang dikeluarkan, target tahun 2020 
sebanyak 21 ijin.  

Jml Rumah yang ber-IMB, target 2020 sebanyak 1600 rumah. 
 

B. Manfaat 

a) Dengan adanya output kegiatan berupa jumlah rekomendasi iji perumahan yang 
dikeluarkan dan jumlah rumah yang ber-IMB menambah jumlah ketersediaan 

rumah demi Meningkatkan Pemenuhan Rumah Layak Huni agar Persentase 
Luas Kawasan Infrastruktur Dasar Permukiman tertangani terpenuhi. 

b) Jika output kegiatan tidak tersedia maka akan menghambat jumlah ketersediaan 
rumah dan tidak mencapai target Persentase Luas Kawasan Infrastruktur Dasar 

Permukiman tertangani terpenuhi. 

 
C. Strategi Pencapaian Keluaran 

a) Proses pencapaian keluaran terpenuhi dan tercapai 
Strateginya memperbaiki sistem administrasi dan kedisiplinan mengenai jadwal 

pelaksanaan sehingga waktu pekerjaan tepak waktu sesuai jadwal yang telah 
ditentukan 

b) Resiko jika output tidak tercapai secara efektif : 

 Anggaran yang sudah di alokasikan, kembali 

 Pembangunan terhambat sehingga menimbulkan masalah baru 

 Tingkat kepercayaan masyarakat menurun 

 Kegagalan fungsi struktur yang dibangun pada lokasi kegiatan tersebut 

c) Strategi dan cara mencapai input dengan mempertimbangkan resiko: 

 Penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan 

 Memastikan keadaan proyek di lapangan dilakukan sesuai dengan yang 

direncanakan 

 Adanya payung hukum yang mendasari program kegiatan 

 Monitoring dan evaluasi kegiatan baik pada saat pelaksanaan kegiatan sampai 

dengan paska pelaksanaan kegiatan 
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d) Inovasi yang dilakukan : 

 Peningkatan SDM melalui pembekalan dan sosialisasi pelaku kegiatan untuk 

memahami tentang program kegiatan yang dijalankan 

 Mengadakan Bimbingan teknis pelaku/pelaksana program kegiatan 

 Pengekfetifan anggaran 

 
D. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan/ alur 

1) Prosedur  

a. Sub Kegiatan Perizinan Perumahan. 
1. Permohonan masuk ke Dinas (Kadin) diregistrasi dalam agenda surat 

masuk dan disposisi Pimpinan ke Kepala Bidang; 
2. Diterima Kabid untuk diteruskan ke Kasi Perizinan Perumahan; 

3. Kepala Bidang, Seksi, dan Staff melaksanakan Rapat Cek Lampiran / 
Berkas Administrasi; 

4. Kepala Dinas membuat undangan ke Dinas / Tim terkait, dilanjutkan 
meninjau lapangan dan diteruskan dengan rapat Tim / dilampiri 

Dokumentasi (saran dari Tim); 

5. Kepala Dinas membuat undangan Dinas terkait untuk evaluasi hasil 
lapangan; 

6. Dokumen yang sudah benar dan direkomendasikan didistribusikan ke Tim. 
7. Bagan alur : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

b. Sub Kegiatan Perizinan Bangunan Gedung (IMB). 
1. Mengisi formulir pengajuan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  

2. Melampirkan dokumen persyaratan 

3. Dokumen pengajuan beserta dokumen persyaratan akan dicek 
4. Survey lokasi oleh Tim Izin yang ditetapkan oleh Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) 
5. Perhitungan besara retribusi yang harus dibayarkan pemohon 

6. Pemohon membayar biaya retribusi yang ditetapkan di bank 
7. Menyerahkan bukti pembayaran retribusi ke loket PTSP 

8. IMB bisa diambil di PTSP. 
 

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan PSU. 
1. Tahapan Persiapan : 

Pendataan/Inventarisasi PSU(jalan lingkungan dan perumahan)  
Memastikan PSU sudah menjadi aset PemKab  Membuat Database  

Identifikasi PSU (menyusun skala prioritas penanganan)  Proses 
pengusulan Kegiatan 

 
2. Tahapan Pelaksanaan: 

Koordinasi dengan pihak terkait (Kades/Lurah/Kasun/RT & RW)  

Verifikasi lapangan  Perencanaan Keg. oleh Konsultan Perencanaan  
Hsil perencanaan dari Konsultan dikoordinasikan dengan pihak terkait 

(PPK, Kades/Lurah)  Proses lelang kegiatan  diputuskan Kontraktor 
Kegiatan  Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi oleh Kontraktor & kegiatan 

pengawasan oleh Konsultan Pengawas  Serah terima hasil pekerjaan oleh 
Tim PPHP. 

 

REGISTRASI DISPOSISI 

PIMPINAN 

CEK KELENGKAPAN 

BERKAS 

RAPAT TIM SITE PLAN 

DILANJUTKAN 

KUNJUGAN 

LAPANGAN 

TIM SITE PLAN 

MENGELUARKAN 

BERITA ACARA 

HASIL RAPAT 

1. REKOMENDASI KEPALA 

DINAS PKP 

2. TTD SITE PLAN 

- BAPPEDA 

- DINAS PUTR 

- DINAS PKP 

- KANTOR PERTANAHAN 
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2) Waktu  
Target / jadwal kegiatan : 

a) Sub Kegiatan Perizinan Perumahan : 
- Target waktu kegiatan  : 14 hari  

 

b) Sub Kegiatan Perizinan Bangunan Gedung (IMB) : 
- Target waktu kegiatan  : 15 hari s/d 25 hari 

 
c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan PSU : 

- Target waktu kegiatan  : 150 hari 
- Tahap persiapan   : 60 hari 

- Tahap pelaksanaan  : 90 hari 

 
 

3) Tempat  
a) Tempat pelaksanaan kegiatan tahun berjalan sesuai pada huruf (3) 

Fenomena dan Data Detail poin (a). 
 

b) Kriteria penentuan Prioritas Lokasi tempat penyelenggaraan kegiatan sesuai 
pada huruf (3) Fenomena dan Data Detail poin (b). 

 

4) Pelaksana  
a) Sub Kegiatan Perizinan Perumahan, 

a. Tim Teknis Site Plan yang ditunjuk dengan SK Bupati. 
 

b) Sub Kegiatan Perizinan Bangunan Gedung (IMB), 
a. Tim Teknis IMB yang dibentuk oleh DPM-PTSP. 

 
c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan PSU, 

a. Kontraktor mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana Konsultan 

Perencana dan diawasi oleh Konsultan Pengawasan yang sudah ditunjuk 
oleh DPKP. 

 
5) Peserta  

a) Cara penentuan peserta dan prioritas penentuan peserta : 
a. Perizinan Perumahan : 

1. Perumahan yang belum memiliki izin, 

2. Pengembang yang akan membangun perumahan. 
b. Perizinan Bangunan Gedung (IMB) : 

1. Warga yang belum mempunyai IMB, 
2. Warga yang akan mendirikan bangunan gedung. 

c. Penyelenggaraan PSU : 
1. Jalan lingkungan dan jalan perumahan yang sudah menjadi Aset Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
2. Diprioritaskan jalan lingkungan dan jalan perumahan dengan tingkat 

kerusakan besar terlebih dahulu. 

 
b) Peserta yang direncanakan : termasuk dalam poin a, 

c) Banyak peserta yang direncanakan : 
a. Perizinan Perumahan : 20 penerima izin, 

b. Perizinan Bangunan Gedung : 1.600 rumah. 
c. Penyelenggaraan PSU : 507 meter jalan. 
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E. Biaya Yang Diperlukan 

Terlampir. 

 

F. Lampiran 

Terlampir. 

 
 

 Lumajang, September 2019 

KEPALA DINAS 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN LUMAJANG 
 

 
TTD 

 
 

ENDAH MARDIANA, ST. MT 

NIP. 19720618 199901 2 001 
              

 


